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ABSTRAK

Dari segi pembayaran, pedagang dan pengepul biasanya menetapkan harga pembelian
ditentukan pada saat pembayaran yang ditangguhkan setengah bulan kemudian, dan
bukanpada waktu terjadinya akad jual beli bunga melati, padahal petani sangat memerlukan
uang tunai pada saat penjualan untuk memenuhi kebutuhan se-hari-hari. Peran pedagang dan
pengepul sangat dominant dalam menentukan system pembayaran harga, tanpa
mempertimbangkan kemaslahatan petani, sehingga petani merasa dirugikan. Praktek tersebut
masih berjalan dalam masyarakat Karangcengis dan sekitarnya, padahal pihak pedagang dan
petani tahu bahwa praktek tersebut merugikan salah satu pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya
adalahdeskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
figh, disamping pendekatan normative dan sosiologis. Cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan observasi. Setelah data terkumpul, data
dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Sistem pembayaran bunga melati the yang dilakukan pedagang oleh warga Desa
Karang cengis didasarkan pada adapt istiadat masyarakat yang telah berlangsung cukup lama
yaitu thanu 1970. Dalam prakteknya tidak terdapat lafad khusus yang menunjukkan adanya
ijab gabul, akan tetapi hanya berupa perbuatan yang telah dipahami masing-masing pihak,
dan dalam akad tidak disinggung mengenai harga barang. Barang akan dibayar setengah
bulan berikutnya, dan waktu pembayaran harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pedagang
tanpa mengadakan kesepakatan dengan pihak petani atau pengepul. Akad yang terjadi
demikian ini adalah rusak (fasid), karena salah satu rukun beserta syarat-syarat yang
berkaitan dengannya belum terpenuhi yaitu harga barang tidak disebutkan dalam akad dan
penentuannya dilakukan secara sepihak oleh pembeli.

Key word: sistem pembayaran, jual beli bunga melati teh, ijab-gabul, rusak (fasid)
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Lamp : 1 Bendel

Hal  : Skripsi Saudara
MUHAMAD LUKMAN

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu' alaitkum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperiunya,
maka kami selaku pembimbing I, berpendapat bahwa skripsi saudara
MUHAMAD LUKMAN yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PADA JUAL BEL! BUNGA
MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN
BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH”,
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana dalam hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera
dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga sknipsi ini
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 22 Safar 1422 H.
16 Mei 2001 M.
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Segala puji bagi Allah SWT semata, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,

hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam
penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab
Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No.
0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagau berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab  Nama Latin Keterangan
} Alif - Tidak dilambangkan
A Ba B -
— Ta T -
Nt Sa § S dengan titik di atas
E Jim I -
C Ha H H dengan titik di bawah
'C Kha Kh -
S Dat D -
S Zal Z Z dengan titik di atas
) Ra R -
v Zai z -
- Sin S -
\.«:"' Syin Sy -
8 Sad S S dengan titik di bawah
e Dad D D dengan titik di bawah
J::: Ta T T dengan titik di bawah
5 Za Z Z dengan titik di bawah
t ‘Ain ' Koma terbalik
E/ Gatn G -
3 Fa F -
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5 Qaf Q :
K Kaf K -

J Lam L -

A Mim M -

< Nun N -
D Wawu W -
» Ha H -

s Hamzah ’ Apostrof
S Ya Y -

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(hfxle  ditulis Muta'aqgidain
B3L  ditulis ‘Iddah
HI. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H
4. ditulis Hibah
d > ditulis Jizyah
{Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.
dlsl dos ditulis Ni' matullah.
bl 3K ditulis Zakatul Ftr.
IV. Vokal pendek
_ ¢+ (Fathah) ditulis A ™
__ (Kasrah) ditulis I SRR VRN

—» (Dammah) ditulis U P
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V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A
A_dn o~ ditulis Jahiliyyah
2. Fathah + Ya mati ditulis A
(R ditulis Yas'a
3. Kasrah + Ya mati ditulis I
e ditulis Majid
4, Dammah + Wawu mati, ditulis U
U‘b _?.;5 ditulis Furud
V1. Vokal rangkap

1.Fathah + Ya mati, ditulis Ai
y ‘_  ditulis Bainakum
2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au
djj ditulis Qaul

VIL Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
A 7% ditulis A’antum

el ditulis Uriddat

J"\Sﬂ‘ B 'ﬂJ" ditulis La’in syakartum
VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila ditkuti huruf gamariyyah ditulis Al-
O3 ditulis Al-Quran
2. Bila ditkuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.
e \ = M ditulis As-sama’

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.



X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut buny1 atau pengucapannya dan menulis penulisannya.
V2 Al (g ¢ 3 ditulis Zawi al-furid
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusig sebagal makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam
masyarakat, dalam hidupnya memerlukan manusia lain untuk hidup bersama-sama
dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak manusia selalu
| berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul ‘Asas-asas Hukum
Mu'amalat’ menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap orang
melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam
agama Islam disebut dengan istilah mu‘amalat.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak
dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan
orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus
ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur
dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan
kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur
hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakaf tersebut dikenal dengan

istilah hukum Mu amalat.?

! Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu amalat (Hukum Perdata Islam)
{Yogyakarta:UIl Press,1990). Him.7.
? Ibid.



Masalah Mu'amalat senantisa berkembang di dalam kehidupan masyarakat,
tetapi dailam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, sehingga tidak
menimbulkan kesuhtan, ketidakadilan, perentang hidup pada pihak-pihak tertentu
yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pthak lain. Salah satu bidang
Mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana

difirmankan dalam Al-Qur’an:

PTUVT Ty SUIP AP

3

Dalam kajian kitab figh, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan
menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun
bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam
prakteknya harus dikerjakan secara konsekwen dan memberi manfaat bagi orang
yang bersangkutan. Untuk selanjutnya penyusun akan menggambarkan jual beli
yang biasa dilakukan warga Desa Karangcengis, yang dipengaruhi oleh situasi dan
kondisi setempat.

Penduduk desa tersebut seratus persen beragama Islam dan mayoritas
bermata pencaharian sebagai petani jeruk, padi dan bunga melati teh. ¥ Khusus
untuk bunga melati teh yang merupakan hasil produksi dari bunga melati,
merupakan komoditas yang tidak digunakan oleh masyarakat di sekitarnya tetapi

digunakan oleh pabrik-pabrik teh sebagai campuran dalam pembuatan teh. Pabrik-

? Al-Bagarah (2) : 275.

* Wawancara dengan Bapak Tr Yuwono, selaku Kepala Desa Karangcengis, tanggal 15
Maret 2000.



pabrik tersebut berada di luar wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu di Kota Tegal
dan Pekalongan.s) Untuk bisa memasarkan bunga melati teh tersebut yang
berjauhan antara tempat produksi dan tempat pemanfaatan diperlukan keterlibatan
beberapa pihak, yaitu:

a. Petam

b. Pengepul

c. Pedagang/agen/tengkulak

d. Pabrik teh. ®

Dan keempat saluran tersebut, petani ieh yang memiliki lahan garapan
relatif sempit, arus penjualan bunga tehnya lebih banyak melalui keempat saluran
pemasaran tadi; sedangkan petani teh yang memiliki lahan garapan relatif luas,
umumnya menggunakan tiga saluran, karena petani ini selain jadi petani juga
sebagai pengepul bunga melati teh bagi petani lain. Dengan demikian, mereka
langsung menjualnya pada pedagang. Berbeda dengan petani yang memiliki lahan
garapan sempit, mercka menjualnya kepada pengepul karena kemampuan
ekonomi mereka umumnya lebih rendah, sehinggga mereka mempunyai

ketergantungan terhadap penjualan kepada pengepul, dan sangat terikat terhadap

mereka.

%) Wawancara dengan Bapak Wakyuddin, selaku pedagang di Desa Karangcengis, tanggal
28 Maret 2000.

© Wawancara dengan Bapak Sutarman, selaku pengepul di Desa Karangcengis, tanggal 13
Maret 2000.



Perjalanan arns barang ada dua: yaitu bunga melati teh dan uang, arus
barang akan mengalir secara kontinyu setiap hari, sedang arus uang akan mengalir
setiap setengah bulan sekali yaitu setiap tanggal lima dan tanggal dua puluh.

Dari perjalanan arus uang, pedagang dan pengepul yang paling berperan
' dalam pendistribusian uang pada petani dan pemetik, sedangkan pihak petani dan
pemetik bersifat pasif dalam mendistribusikan uang pembayaran bunga melati teh.
Disamping itu, pedagang dan pengepu! juga memberikan fasilitas pinjaman uang
kepada petani, bila petani meminjam uang maka ia tidak mendapat komisi,
sedangkan bila tidak meminjam maka petani tersebut diberi komisi.”

Dari segi pembayaran, pedagang dan pengepul biasanya menetapkan harga
pembelian ditentukan pada saat pembayaran yang ditangguhkan setengah bulan
kemudian, dan bukan pada waktu terjadinya akad jual beli bunga melati tersebut,
padahal petani sangat memerlukan uang tunai pada saat perjualan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada kasus ini petani tidak memiliki posis tawar
- sama sekali, karena yang berperan dalam menetapkan waktu pembayaran adalah
para pedagang.

Dengan melihat kasus di atas, peran pedagang dan pengepul sangat dominan
dalam menentukan sistem pembayaran harga, tanpa mempertimbangkan
kemaslahatan petani, sehingga petani banyak yang merasa dirugikan . Kejadian-
kejadian ini sering menimbulkan keluh kesah di pihak petani pada masalah sistem

pembayaran sampai sekarang.

™ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Tarwan, Bapak Soepadi dan Bapak Kartim,
selaku petant di Desa Karangcengis, tanggal 16 Maret 2000.



Praktek tersebut &i atas masih berjalan dalam masyarakat Desa
Karangcengis dan sekitarnya, padahal pihak pedagang dan petani menyadan
bahwa praktek tersebut secara sekilas cenderung mengeksploitasi atau
mengandung unsur merugikan salah satu pihak, akan tetapi yang mengherankan
prakick tersebut masih berjalan sampai sekarang. Hal inilah yang menyebabkan
masalah ini menarik dan penting untuk drangkat ke &lam skripsi, untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktek tersebut dilakukan,
sehingga dapat diketahui hal-hal vang bertentangan dengan ketentuan hukum
Islam tentang jual beli, dan bagaimana penilaian hukum Islam terhadap jual beli

bunga melati teh tersebut.

B. Pokok Masalah
Dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah:
1. Bagaimanakah sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa
Karangcengis tersebut?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran

pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mendesknpsikan sistem pemffyaran pada jual bel bunga mélati teh di

Desa Karangcengis, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah.



2. Menelaah dan menganalisa sisterﬁ pembayaran pada jual beli bunga
melati teh di Desa Karangcengis dalam tinjauan hukum Islam, kemudian
menjelaskan status hukum sistem pembayarannya.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum Islam,
khususnya di bidang Mu'amalat.

2. Sebagai salah satu acuan pemikiran bagi masyarakat Desa Karangcengis
dalam sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh yang sesuai
dengan hukum Islam. Diharapkan untuk selanjutnya, mereka dapat

menyesuaikan praktek juval belinya sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian secara khusus terhadap sistem pembayaran pada jual beli bunga
melati teh di Desa Karangcengis, sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini
belum pernah dilakukan.

Dalam literatur hukum Islam, maten tentang penentuan/penetapan harga
terdapat dalam bab at-7as'ir. Seperti dalam kitab ‘Figh as-Sunnak’ karya as-
Sayyid Sabiq, menurutnya menetapkan harga barang yang hendak dijual,
seharusnya deﬁgan tidak menzalimi pemilik barang dan menganiaya pembeli. ®

Yusuf Musa dalam kitab ‘Figh al-Kitab wa as-Sunnah: al-Buyu® wa al-
My amalat al-Maliyyah al-Muw asiral?’, menguraikan bahwa harga barang itu tidak

dibatasi dan sebaiknya harga barang diketahui oleh kedua pihak (pemjual dan

® As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Edisi baru dan perbaikan (Beimt: Dar al-Fikr, 1412 H/
1992 M) II1 ; 161.



pembeli), supaya ketidaktahuan terhadap harga barang itu tidak menyebabkan
perselisihan antara keduanya.”

Ahmad Abu al-Fath dalam kitabnya ‘Kitab al-Mu amalat fi asy-Syari ah al-
Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah’, membicarakan tentang harga jual.
Menurutnya harga jual itu harus ditentukan bentuk dan besamya ketika akad jual
beli, dan harus diketahui dengan sempurna oleh kedua orang yang berakad. Jika
jual beli 1tu dengan utang/kredit, maka pada waktu akad harus ditentukan waktu,
besar dan jenis pembayaran harganya. 19

Dalam karangan Yusuf Qardhawi ‘Dawr al-Qiyam wa al-Akhlag fi Iqtisad
al-Islamt® dijelaskan bahwa termasuk tindakan manipulasi jika salah satu pihak
menyembunyikan informasi tentang harga yang berlaku saat itu Islam
memerintahkan sefiap pedagang untuk berlaku jujur dan adil tentang harga yang
sebenamya dan tidak menyembunyikan sesuatupun darinya, karena Rasulullah
saw melarang untuk mencegat rombongan pedagang di tengah perjalanan sebelum
mereka tahu harga pasar yang sebenarnya. Termasuk keadilan di sini adalah tidak
memaksa orang untuk membeli dengan harga tertentu.'” M. Abdul Mannan dalam
‘Islamic Economics, Theory and Practice’, memelaskan bahwa harga yang wajar
bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum

negara. Hak di sini tidak diartikan sebagai alasan untuk melakukan spekulasi,

% Yusuf Misa, Figh al-kitab wa as-Sunnah: al-Buyii' wa al-Mu dmalat al-Maliyyah al-
M '@sirah, cet.] (Mesir: Dar al-Kutub al-" Arabi, 1373 H/1954 M), hlm. 310.

') Ahmad Abii al-Fath, Kitdh al-Mu amalat fi asy-Syari ah al-Islamiyyah wa al-Oawanin
al-Misriyyah, cet.1 (Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/1913 M) 11 : 363-364.

W Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin
Khafidhuddin dkk., cei.1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 302 dan 315.



penimbunan (tindakan yang bisa menyebabkan kenaikan harga), karena dasar
Islam adalah prinsip tolong menolong dan persaingan sehat.'?

Mustaqg Ahmad dalam bukunya ‘Business Ethics in Islam’, menerangkan
bahwa at-Tas'ir tidak dibolehkan oleh agama Islam. Pemerintah tidak memiliki
hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali
pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk
dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan. '

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya ‘Asas-Asas Hukum Mu a@malat’,™
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya ‘Pengantar Figh Mu'amalar’,”> Abu
Ahmadi dan Anshon Umar Sitanggal dalam bukunya yang bequdul ‘Sistem
Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya’'® membahas tentang
pengawasan harga barang-barang yang tersedia di pasar. Menurut mereka,
pemerintah harus berupaya menekan agar harga tidak melampaui harga yang
pantas, dan jika perlu, harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada pedagang
demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kezaliman.

Sementara dalam bukunya ‘Figh Mu amalah’, Nasrun Haroen membahas tentang

§

2 M. Abdul Mannan, Teori Dan Prakiek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.150,

') Mustaq Ahmad, Efika Bisnis Dalam Islam, cet.1 (Yakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001),
hlm.147.

) Ahmad Azhar Basjir, Asas-dsas Hukum Mu amalat, edisi refisi (Yogyakarta:
Perpustakaan Fakultas Bukum UL, 1993), him. 42-453.

) T M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Mu @nalat, cet.1 (Semarang: PT Pustaka
Rizki Putra, 1997), him. 29.

19 Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuan-
Tujucomiya (Surabaya: PT Bina limu, 1980), him.220.



at-Tas'ir al-Jabari, yaitu suatu kondisi yang memaksa pemerintah untuk
menetapkan harga suatu komoditas. Menurutnya dalam kondisi fluktuasi harga
yang yang disebabkan oleh ulah pedagang (ihtikar), pemerintah berhak untuk
menetapkan harga. n

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah harga
dan penentuannya, Islam menghendaki agar dalam prakteknya tidak merugikan
kedua belah pihak, penjual dan pembeli, bahkan pemerintah pun tidak berhak
untuk melakukan intervensi dalam masalah harga, kecuali dalam kondisi
memaksa. Sedangkan pada praktek jual beli bunga melati teh di Desa
Karangcengis, yang terjadi justru sebalikmya. Akan tetapi, menurut penyusun
permasalahan ini belum bisa disimpulkan begitu saja tanpa ditelitt bagaimana
sebenarnya praktek itu dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

tejadinya ‘penyimpangan’ menurut pandangan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Syart at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya
sebagai jalan mengumpulkan rezeki. Tidak hanya anjuran, Islam juga menyusun
adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan yang
dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak; antara
lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang bisa

mengotorkan jiwa dan menjauhkannya dari kesucian rohani. '

" Nasrun Haroen , Fi igh Mu amalah, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 139,

18 Mahmud Syaltut, Akidak dan Syari ‘ah Isiam, alih bahasa Fachruddin H.S, cet. 2 (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996), him.273-274.
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Al-Qur’an membenkan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual beli,
yang menjelaskan bahwa jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar

terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil. Berdasarkan Firman Allah

SWT :

L Jia_ltaé—p»ﬁ‘,_njls—-'t‘)‘j;mu AT
19) «L"U" O"J—J'“-’-}gj\/\

Di samping 1tu Nabi saw juga mencegah penentuan/penetapan harga secara
sepihak karena perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, juga telah melanggar
norma-norma keadilan, karena pada prinsipnya di dalam rukun jual beli harus ada
ijab dan gabul yang disertai adanya saling rela dari kedua belah pihak yang
bertransaksi.

Adapun hadis yang berkaitan dengan larangan penentuan harga adalah:

%gtﬁ.; u_;u Jx....j\w‘ ﬂ"—b_}a.djl.a 2 wu\_jé
\_,'l.p-ﬂ EITRICP AN NS UNJAA@L $‘§\5\3
R N PPER ] ddbio Qs-\:-'l-lﬁJ/ﬁ'v“.L:-‘L}...;Jj cedl s

Maksud hadis di atas bahwa kenaikan harga saat m aaaian mcrupaxan
keadaan yang tiba-tiba dan dapat diketahui sebab-sebabnya, dan bahwa eksploitasi
keadaan dari pihak para pedagang adalah sedikit saja, dan tidak ikut campur

tangan adalah lebih baik, dan bahwa Nabi saw telah mempercayai moral dan

19) An-Nisa' (4) : 29.

) Imam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Kitab al-Buyu', tab maja fi at-Tas'ir (Beirut: Dar
Thya’ at-Turds al-Araby, t.t) VI: 53, Hadis Safih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyar dari
al-Hajjaj Ton Minhal.
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naluri mereka, maka beliau membiarkan masalah ini berjalan menurut hukum
permintaan dan penawaran. 2V

Hadis Nabi saw yang lain menyatakan:

DL Akl Lk s s« 0SS ) e

22) - _}-_,..-S\ (’ Ji: u“' o

Pembelian di tengah peralanan adalah sah, tetapi kalau terbukti
kebohongannya maka penjual punya hak menentukan piliban. Jika ia jujur maka
terdapat perbedaan pendapat mengena: hak pilih tersebut karena pertentangan
antara keumuman hadis dan hilangnya unsur mam'pulasi.n)

Al-Quran yang memberikan ketentuan-ketentuan mu'amalat yang
berbentuk kaidah-kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat dikemudian hari.*®

Sunnah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu‘amalat yang
lebih terperinci dant pada Al-Qur’an. Dalam memberikan keterangan-keterangan
tentang perincian hukum mu'amalat itu, Al-Qur’an tidak mencakup seluruh
aspek-aspeknya sampai kepada yang sekecil-kecilnya dan masih merupakan
kaidah-kaidah umum.

Untuk memahami dan memperoleh ketentuan hukum mu’amalat yang sesuai

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran baru sesuai

) Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Sistenr ..., him.222.
*3 Imam Muslim , Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, t1) V : 5.
B) Yusuf Qardhawi, Peran..., hlm.302.

) Ahmad Azhar Basjir, 4sas. .., him.9.
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dengan perkembangan kebutithan masyarakat yaﬁg disebut dengan ijtihad. Iytihad
ini telah berperan dalam mengembangkan hukum Islam terutama dalam bidang
mu' amalat.*”

Menurut Ahmad Azhar Basjir, prinsip-prinsip dalam mu’amalat Islam dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan
lain oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur
paksaan.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.zé)

Adat kebiasaan ("Urf) dalam hal it mempunyal peranan yang sangat
penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Kaidah hukum

Islam menyatakan:

M : - L{; B'JLJ'-S\

2% Ibid.
) Ibid,. hlm. 10.

I As-Suyiitt, al-Asybah wa an-Nazgir (Beirut: Dar al-Fikr. 1415 H/1995 M), hlm.64.
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Adat 1stiadat ("Urf) yang digunakan sebagal hukum pelaksanaan jual beli
dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut;

1. Urftidak berlawanan dengan nas yang tegas

2. Urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam

masyarakat. -

1."Urf itu merupakan "Urf yang umum, karena hukum yang umum tidak
dapat diterapkan dengan * Urf yang khusus.”® |
Hukum yang dibina atas ' Urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap
dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah
menjadikan adat atau "Urf sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu
kerusakan atau merusakan suatu kemaslahatan atau menyalahi nas‘.zg)

Di samping " Urf, penyusun juga menggunakan metode maslahah dalam

menyelesaikan persoalan jual bel ini. Kaidah hukum Islam menyatakan:

30 - R - . wloe -
Membina hukum berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar dapat
membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi kalau hanya
sekedar  berdasarkan  pikiran adanya kemanfaatan dengan tidak

mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang

semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping kemaslahatan itu

) T. M. Hasbi ash-Shiddiqi, Falsafah Hukum Islam, cet3 (Jakarta Bulan Bintang, 1994),
hlm.477.

) Ibid., him.479.

30 As-Suyiifi, al-Asybah wa an-Nazair, (Beirut: Dar al-Fikr. 1415 H/1995 M), him.63.



14

hendaklah kemaslahatan yang umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar

yang telah digariskan oleh nas atau ijma’.

F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang penyusun pergunakan adalah sebagai
berkut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian 1n adalah penelitian lapangan (field reseach), sumber
data primemya adalah praktek jual beli bunga melatt di Desa Karangcengis.
skripsi ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut, maka
penyusun juga mengumpulkan data dari literatur-literatur hukum Islam, antara
lain yang penyusun pakai adalah kitab-kitab figih dan buléu—buku ekonomi
Islam, seperti ‘figh as-sunnak’ karya as-Sayyid Sabiq, Asas-dsas Hukum
My amalat (Hukum Perdata Islam)karya Ahmad Azbar Basjir, Figh Muamalah
karya Nasrun Haroen.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang penyusnn lakukan bersifat deskriptif analitik, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem
pembayaran yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian dilakukan suatu
analisis, terutama dari segi subyek, objek serta akad jual beli.
3. Pendekatan masalah
Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi mi adalah

pendekatan figh, yaitu sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di



©)

Desa Karangcengis akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung
dalam Hukum Islam, antara lain bersumber dar al-Qur’an, al-Hadis serta
kaidah-kaidah Hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Di samping pendekatan normatif, dalam penyusunan skripsi ini penyusun
juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mempertimbangkan faktor-
faktor dan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dalam
menetapkan hukum.

4. Pengumpulan data
Cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah
sebagai berikut:
a. Wawancara (interview)

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari responden secara
bebas, dan jawabnya tidak dibatasi. Jadi wawancara adalah mendapatkan
informasi dengan bertanya langsung kepada responden.

b. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena
yang diselidiki. Jadi metode observasi merupakan cara peneliian untuk
data yang dilaksanakan secara langsung mengamati obyek yang diteliti dan
gejala-gejala yang timbul.

5. Analisis Sumber Data
Setelah data terkumpul, data dianalisis sampai diperoleh kesimpulan akhir

dengan menggunakan cara berfikir deduktif, vaitu ketentuan hukum yang ada
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dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa status hukum tentang sistem
pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, Antara bab
satu dengqn 'b_ab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling
berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk
mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Bab satu memuat tentang pendahuiuan, yang melibuti latar belakang masalah,
tuyjuan dan kegunaan, penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua yang menguraikan gambaran umum Desa Karangcengis,
vang terdiri dan letak geografis, demografis dan sistem pemerintahan, keadaan
sosial ekonomi dan budaya, serta pendidikan dan kehidupan keagaman. Dengan
data tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pendukung dalam proses
penelitian,

Selain memperoleh penjelasan tentang gambaran um